PUTUSAN
Nomar 1326/Pdt.G/2016/PA.Bm

Attt ) oo PP -
Pl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadilan Agama Bima vang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertarna dalam sidang majelis telah menjstuhkan putusan perkara
Cerai Talak antara :

Usrman bin lorabim alias Usman bin Adman, umur 38 tehun, agama [slam,
pendidikan SILTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan
Fisang RT.07 RW. 03 Kelurahan Rabangodu Mtara Kecamatan
Raba Kota Bima, sebagai "Pemohon”,

melawan

Sumarni binti Adnan alias Sumami kinti Ikrahim, umur 31 tahun, agame |slam,
pendidikan S0, pekernaan Mangurug rumah tangga, tempat tinggal
di Pasir Putih RT.03 RW. 01 Desa Nipa Kecamatan Ambalawd
Kabupaten Bima, sebagai "Termahan®,

Pengadilan Agama tersebut |

Telah mempelajar surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini |

Telah mendengar keterangan Pernchon dan Temobhon serla para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalarn surat panmaohonannya tertanggal 12 September
2016 yang didaftarkan i Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor
1326/Pdt G/2016/PA.Bm, tanggal 18 September 2016 telah mengajukan
permohonan  untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan
uraianfalasan sebagai berikut
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1. Bahwa pada tanggal 08 Sapiernbar 2011 Pemohon dan Temmohon telah
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawal Pencatat Nikah
Kantar Urusan Agama Kecarnatan Ambatawi Kabupaten Bima sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomaor 210/116/0%/2011 tanggal 19 Saptember 2011;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemchon dan Termohon berternpat tinggal
di rumah ofang iua Pamohon di Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan
Raba, Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kakak
Tenmohon di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kakbupaten Bime selama 2
tahun & bulan. Selama pemikahan tersebut Pemchon dengan Temohon
talah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1

. prang anak yang bemama Nisa (P) umur 4 tabun;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus
manerus tarjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
rukun lagi dalam rumah tangga disebakkan
a. Termohon tidak terbuka dalam hal mengella keuangan dalam rumsh

tangas;
b. Termmachon suka mencaci maki Perrchan;
<. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termmohon  tersebut teradi kurang bulan Agustus 2016, yang akibatnya
Permahon pergi meninggatisen Termohon. Selama itu pula aptara Pemchon
dan Tenmaohon sudah pisah tempat tinggal sampai sckarang ;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah petnah dinpavakan damai oleh
keluarga dan tokoh masyarakat narmun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga anta@ Pemohon dengar
Tarmobon 2udah pecah dan sudah fidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawingan untuk mempentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan
rahmah 2ulit dipetabhankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
fidsk melanpgar nonna hukumn dan noma agama maka perceraian
merupakan  altermative terakhir bagi Pemchon untuk  menyelesaikan
permasaiahan antera Pemohon dengan Temmohon;
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Bahwa berdasarkan alasanfdalil-dalil di atas, Pemahon mehon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi:

Dalam Pstitum:

A Primer -
1. Mengzbulkan permotonan Pemohon;
2. menyatakan member izin kepada Pamobon {Usman bin [brahim aliss
Usman bin Adnan) untuk menjatuhkan talak satu ra)'l terhadapTermohon
{Sumami binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima.

Subsider

- Danfatau menjatuhkan putusan ini yang seadil-adiinya berdasarkan

pertimbangan majelis hakim;

Bahwa pada har dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Temohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan
Temohon akan tetepi fidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mensmpuh proses mediasi dengan
mediator Mulyadi, 5.Ag.. sehagaimana laporan mediator tanggal 13 Cktober
2016, akan tetapi tidak berhasit mencapai kesepakatan;

Balwa selanjutiva Majelis Hakim membacakan surat permnchonan
Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipefahankan oleh Pemahon dengan
tamhabhan keterangan batwa nama ayah kandung Pemchon dan Termoheon
tertukar dalam penulisan di buku kutipan akta nikah, ayah kandurg Pemohon
yang sebenamya bemama Adnan sedangkan Termohon Ibrahim. Pemohon
juga bekera sebagai pedagang yang terkadang jadi tukang cjek yang
penghasilannya perbulan kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan
jawaban karena pada pergidangan yang kedua hingga diputusnya perkara ini
tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon talsh
menggjukan alat-alat bukt berupa :
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&, Surat;
1. Folokopi Kartlu Tanda Penduduk atas nama Pemchon Nomor
5272041304780001, tanpgal 04 Juli 2MM2, yang dikelusrkan oleh
Femarintah Nusa Tenggars Barat. Bukti surat tersebut telah diber meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, laiu
cleh Ketua Majelis diber tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomar
21016/02011, tanggal 19 September 20%1, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agame Kecamatsn Ambalawi Kabupatsn Bima, Bukt
surat tersebut telah diber meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
- aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majslis diberi tanda P.2:
B. Saksi:

1. Usman hin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di Rt.007, Rw.003, Kelurahan Rabangodu Utara,
Kecamatan Raba, Kpta Bima, memberkan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokonya sebanai berikut -

- Bahwa saksi adalsh tetzngga dekat Pemohon, kenal Pemchon dan
Tarmeohon sebagai suami isted;

- Bahwa semula Pemchon dan Termohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami ister dan telah dikarenizi 1 (saty) orang anak
parempuan;

- Bahwa rumah tangga Pemchon dan Termohon tidak hamonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dissbabkan karena
Termaohon boros datam mengelala keuangan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pizah rumah dimana Pemohon
yang meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini
tidak berkumpu| lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termobon sudah diupayakan damai agar rukun
kembali sebagal suami ister, namun tidak berhasi

- Bahws Pamohon bekerja ssbagal pedagang yang juga kadang tukang
ojek yang penghasilannya saksi tidak tahw;
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2. Samsudin bin lsrmail, umur 32 tahun, agama [slam, pekefaan pedagang,
termpat kediaman di Rt07, Rw(3, Kelurshan Rabangodu LHara,
Kecamatan Raba, Kota Bima, memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokonya ssbagai berikut :

- Batwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenat Pemchon dan
Termochon sebagai suami isteri;

- Bahwva semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telab dikaruniai
1 (zatu) orang anak perempuan yang sekarang ikut Temmohoan;

- Bathwa numah fangga Pemechon dan Termohon tidak harmonig sering
terjadi persalisihan dan partengkaran vang disebabkan Temohon tidak
tshu mengelola keuangan rumah tangga sehingga boms dalam
penggunaannys,

- Bahwa Pemohon dan Termohcn sudab pigah rumah sejak bulan Agustus
2016 hingga saat ini tidak berkumpul lagi, dimana Pemohon yang
maninggalkan rumah;

- Bahwa Fermohon dan Termochon sudah diupayakan damai agar mukun
kembali sebagai suami isteri, namun tdak berhasil,

- Bahwa Pemochon bekerja sebagai pedagang yang juga kadang tukang
cjek yang penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan
talsh memberikan kesimpulan vang pada pokoknya tetap dengan permohonan
. dan mohon putusan;

Bahwa unfuk mempersingkat urgian putugan ini, maka semua hal yang
tarmuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidsk terpisahian
dar putusan ini

PERTIMBANGAN HLUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permchenan Pemohon yang
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterntuan Fasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Feradilan Agama vang itelzh diubah terakhir
dengan Undang-Undang Homor 50 Tahun 2008 beseria penjelasaniya, Majelis
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Hakim telah berusaha mendarnaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat
rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasit, karena
Femchon dan Termohon menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali
dalam rmembina rumah tangga mercka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Momor 01 Tahun 2048, antara Pemohon dan Termohon
felah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Medistar
Mulyadi, 3 Ag. akan tetapi tidak. berhasil:

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya
edalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah secara
Hukum Islam pada tanggal 08 September 2011 dan telah dikaruniai
saDrang anak perempuan yang bamarna Nisa, 4 tabun:

2. Bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon rulai tidak
harmonis serta terus—-menerus teradi perselisihan dan  partengkaran
disebabkan Termohon tidak terbuka dalam hal meangalofa keuangan rumah
tangga, Temnochon suka mencaci maki Pemohon, Tenmehon tidak patuh
pada Pemobon;

3. Bahwa Pemohon dan Termahon hingga digjukan permobonan ini telah
pisah tempat tinggal sejak Agustus 201 6;

4. Balwa Pemchon den Termchon telah didamaikan keluargs tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, kahwa terhadap dalildalii Pemchon, Tsrmohon tidak
memberkan jawaban Karena tidak pemah hadir kembali di persidangan hingga
perkara diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat parmohonan perkara ini
dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukumn dan beralasan serta fagi pula
perkara ini adalah perceraian dimana dalam perkars perceraian permbuktiannya
berpedoman pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Permerinizh Republic Indonesia
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
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tartang Perkawinan, cleh karena itu miajelis membebani Pemchon untuk
membuktikan dalil-dakl permohonannya;

Menimbarky, balhwa uniuk membukdikan dafil pemobonan  tersebut,
Permohon teiah mengajukan alat bukll surat P.1 dan P.2 serta 2 {dua) orang saksi;

Menimbang, balwa bukti F.1 benipa fotokopt akta otentk dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinga, isi bukti tersebut menjelaskan
fmengenai identitas Pemchon dan domisilinga, sehingga bukt tersebut telah
memenuhi svarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuklian
yang sempuma dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 teldah terbukti babwa identitas
dan damisili Pemohon banar sesuai permohonannya;

Manimbang, bahwa bukti P.2 berupa folokopi akta ofentik dan telah
permeteral cukup dan cocok dengan aslinya, isi hukl tersebut menjelaskan
mengenai Pemchon dan Temnehon telah menikah secara Hukum |slam pads
fanggal 08 September 2011, sehingga bukli tersebut telah memenuhi syarat
formal gan materii, serta mempunyal kekuatan pembukiian yang sempuma dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bardasarkan bukt P 2 tersebut terbukdi Pemchon dan
Termohon zebagal suami isten yang sah yang menikah secara Agama Islam,
sehingga Pemohon dinyatakan herkualitas untuk bertindak sebagal pihak dalam

perkara ini;

Menimbang, batwa Z {duz) saksi PFemohon, sudah dewasa dan sudah di
sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, hahwa keterangan 2 {dua) saksi Pemohon adsiah fakta yang
dilihat sendirifdidengar sendirifdiziami sendiri dan redevan dengan dalil yang
harus dibukiikan cleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tarsabut talah
memenuti syarat matenil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehinggs keterangan saksi tersehut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai atat bukdi;
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Disclaimer
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Manimbang, bafwa keterarigan 2 (dus) saksi Pemchon bersesualan dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua crang saksi
tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 305 R Bg_;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukii vang telah diajukan
Pemohen telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Temmchon telak menikah secara Hukum Islam pada
tanggal 06 Septernber 2011,

2. Bahwa antara Pemchon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengksaran

disebabkan Tenmohon tidak mampu mengeiola keuangan rumah tangga
sehingga boros;

3. Bahwa Pemohon dan Tenmchon telah berpizah termnpat tinggal selama 3
(tiga} bulan:

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pemah didamaikan namun tidsk
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakte-fakta kejadian tersebut di atss
dapat disimpulkan fakta hukum hahwa keadaan rumah tangga Pemohan dan
Termohon sudah fidak hammonis dan sudah pecah karena telah terjadi
persclisihan dan pertenglaran ferus menerus yang sudah tidak ada harapan
lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemchon dan Termohon benar-benar
sudah tidak hanmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran teruz menerus yang sudah tidsk mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam samu rumah fangga sehingga mempertahankan rumah tangga vang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki dalam AlCuran Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, oleh sebab itu perceraian
lebik: baik di antara meneka;
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Menimbang, batwa Majelis Hakim perdu mangetangahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

b B Al 58 5 12
Arinya : ° Dan jika mereka telah berazam {bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui *;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu
alsesn perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Urmdang-Undang Momor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf T Peraturan
Femerintah Momar & Tahun 1975 jo. Fasal 116 huruf f Kompilazi Hukurr: [glam,

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perfimbangan tersebut o
atas dan Pemohon belum pemah menjaiuhkan talak, maka petitum
parmohonan Pemobon rengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi
Pasal 118 Kompilasi Hukurn Islam, cleh karena it patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang MNomor 7
Tshun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tabun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2002 maka Majelis Hakim memandang perfu memerintabkan
Panitera Pengaditan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan lkrar
Talak kepada tempat finggal Pamohon dan Temrmehon dan Pegawai Pencatat
Mikah yang wilayahnya meliputi tempat perkswinan Femohon dan Termohon
dilangsungkan, untuk didaftarkan dan dicstst dalem daftar yang disediakan
untuk ihu;

Menimbang, babwa selanjutriya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
kewajiban Pemchon terhadap Termohon sesuat Pasal 41 hurnut (g) Undang-
Undang Momor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat
mewajickan kepada bekas suami untuk membetikan biaya penghidupan
darfatay menentukan sesuatu kewsjiban bagi bekas iefri, yang dalam istilah
hukumn disebut dengan hak ex officie pengadilan atau hakim, yaitu keputusan
hakim karena jabatarinye:
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Menimbang, bahwa terkait dengan ex offficic hakim berdasarkan kenada
Pasal 41 hynuf {¢) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1574 Tentang FPerkawinan,
fo. Pasal 14% Kompilasi Hukum Istam, serta sebagaimana Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor: 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, halhal
berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dspat dikabulkan secara ex officio,
Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan
rekonvensi, atau meskipun Termohon mengajukan  gugatan  rekonvensi
mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya
naminal yang hamnes dipenuhi oleh Pernohon, Majalis Hakim dapat memeanksa
dan memutus permohonan itu secara ex officio;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada sumber hukum di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal yang berkaitan dengan
cerai talak, yang pertama nafkah igah dan vang kedua mutah;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149
huraf (B}, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilsmana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberikan naficah, maskan dan kiswah
kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bakas izteri telah dijatuhi talak
hain atau nusyuz dan dalam keadaman tidak hamil, dan berdasarkan pula
kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz If, halaman 178, yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majeliz Hakim dalam putusen ini, berbunyi
sebagal berikut:

Bhalh 3 2kislly S vy ey O gl ey il il 1)

Artinya: "Apabifa suami menceraikan istri sesudah dukhulf dengan fafak raj’i.
maka isiri berhak mendapat tempat tingga! dan nafah semasa
adah™

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia di persidangan, tidak terbukti
Penggugat sebagai istni yarg nusyuz;

Menimbang, bahwa idah adalah mase atau weaktu tunggu bagi istri yang
diceraikan dan bagi istri yang rmasih haid sebagaimana Pasal 153 ayat 2 hurf
{la) ditetapkan 3 {tiga} kali suci dengan sekurang-kurangnya 80 {sembitan pulub)
hari;
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Menimbang, bahwa berdasarksn pengakuan Pemohon, Pemohon hekerjz
sabagai padagang yang kadang tukang ojek penghasilarnya Rp. 1.000.000,-
{satu juta rupiah};

Merimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada perimbangan di atas,
dan setelah memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai pedagang/tukang
cjek, maka Majelis Hakim bempendapat adalsh layak dan ma'nuf apabila
Pamechon dihukum untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp 1.000.000 - {satu
juta rupiahy;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuat ketentuan Pasal 160
Kompilasi Hukum [glam, besamya mut'ah disesuaikan denpan kepatutan dan
kemampuan suami.

Menimbanyg, batwa Majeis Hakim meraza perly mengetengahkan nash-

nash syarty dan pendapat Ahli Fikih sebagai berkut:
1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 24 1vang barbunyl sebagal
berikut:

gﬁﬂkdh;upLJ1FM4EF;LQUHa45
Arfinya: "Kepada wania-wanifa yang diceraiikan (hendakdgh dibenkan oleh

suaminyal mutah menund yang ma'ruf, sebagal suatu kewafiban
bagi orang-orang yvang berfalkowa”;

Dalam kitabnya, ARJamd® § Akkdm AFQuran, 'mam Al-Qurthubiy
menysbutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mutsh #u sendiri dalam
ayat tersebut di-idh&fah-kan kepada merska {para istd) dergan
menggunakan /am altamitk (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas
menunjukkan bahwa msksud ayat adalah memfaedahkan K af-wufoh
[menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengitinginga berfungsi
sebagai penguat bagi wajibnya memben mufah itu, karena sefiap orang
wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbugatan syirik dan maksiat Lebin
lanjut, AFQurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang
kewsajiban memben mutah terhadap semua istri yang ditalak secara umum,
tanpa membedakan kewajiban pembedian mufah berdasar wakia terfadinya
talak (setelah atau sebalum dukhdf, atau status siistd (merdeka atau budak,
muslim atau dzimmiy;
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2. Hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi sebagai berikut:
B e @ ol bl ol il o e b 6 Lgie $1 i, B e ol e
M,jjqﬂ,_jug.m&.@ﬂuwuu,;.mhfuugﬂ.mﬂdmrwqi

(G vy A o oo

Artinya: 'Dan Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hatash ibr al-Mughirah

menaizk isterinya, Fathimah, falu isterinya ity menemui Nabi SAW
dan hefiay berkafa kepads susminya tersebul: 'Berikan olehmu hak
mutahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun
unibuke diserahkan’ Lalu Nabi SAW berkata lagi: "Sesungguhnysa is
mesti  fak dapat ldak] mendapaikan motah’. Nabi  SAW
menambahkan fagi: ‘Berikan olehmu mufahnya, meskipun dengan
selengah sha’ gandum” (HR. al-Bayhagiv);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafiiyyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbsh
Al-Zuhaily, halaman 318 dan diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim,
vang barbunhyi sebagai berikat:

il Y atm ol Yyt 5 b 08T g, ke 80 Larly decll ;L 3 e3sl ey

AL ey S G e U deall LS

Artinya: “Menuruf para tlama dar Kalangan mazhab at-Syafiiy.... Mutsh

waib bagi sefiap perempuan vang ditalak, baik ia ditalak sebedtim
dukhil sisy seaudsh dukhil, kecuali (iidak wafip) perempuan yang
ditalak sebefum di-dukhill yaryg mahamya telah ditetapkan, maka
bagi pergmpuan tersebut cukup mendapatkan saparch dari mahar®;

Menimbang, bahwa sejak Agustus 2018 hingga putusan ini dijatuhkan
Femohan dan Termohon telah pigah mmah, sehingga besar kemungkinan
tefadinya tekanan balin akan selalu ada pada did Termohon, di samping itu
Termchon selaku istri sudah 5 (lima} t&hun 2 bulan mendampingi Pemohon
saebagai syami meka sudah selayaknya kehidupan Termohon sesudah cerai
peru mendapatkan perhatian dan penghibur. Karena itu layak serta memenuhi
rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, jika Pemohon
dibebani kewajinan untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon;
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Menimbang, bahwa makna filozofl dan kewajiban pemberan mut'ah
tarsehut antara lain adaleh sebagai konpensasi tevputusnya rasa cinta dan
hilangnya sejumlah harapan dar isterd yang diceraikan, yang sudah barang
tentu kesemuanya tu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat mstenil
rmaupun immataril, dalarm hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi
bagi isterl yang diceraikan;

Menimbang, batwa berdasarkan pertimbangan tersebut di afas, maka
Majelis Hakim sepakat sekurang-kurangnya mul'ah yang wajib dibebankan
kKepada Pemohon terhadap Temmohon adalah berupa uang  sejumiah
Rp 500.000.- {lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim sepakat manghukum
Pernohon untuk membavar mut'al kepada Termohon berupa wvang sejumlai
Hp 500.000.- {lima ratus ribu upiah);

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Ouran
Surat al Bagcrah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik {fasrihiun
ki ihsaarn), dimana maksud kalimat “tasrdffun bi ihsaan™ adalah perceraian yang
tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpelinaranya
hubungan silaturmabmi sebagai saudara sesama muslim; dan dalam perkara a-
guo adalah ditunaikannya kewajiban bakas suami (Pemchon) sebagai hak yang
harug diterima oieh bekas ister (Temohon);

Wenimiang, bahwa kamana perkara 4 que masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkarm hanus dibebankan kepads Pemachon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perungang-undangan dan
hukum Islam yang barkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengahbulkan permohonan Pemohon;
2. Member ijin kepada Pemaohan {Usman bin Ibrahim alias Usman bin Adnan)
untuk menjatubkan talak satu Raj'i kepada Temmohon (Sumami bint Adnan
alias Sumami binti ibrahim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
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3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirmkan
salinarn Peretapan lkrar Talak kepada Pegawal Pencatat Mikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan kepada Pegawai
Fencatat Mikah Kantor Urusan Agama Kecarmatan Raba, ¥ots Bima uniuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Manghukum Pemohon untuk membayar kepada Termnabion::

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumiah Rp 1.000.000,- {satu juta rupiah)
4.2 Mut'ah berups uang sejumiah Rp 500,000, {ima ratus ribu rupiah)

3 Membebarnkan kepada Pemohon umtuk membayar biaya perkara in

gajumiah Rp. 411.000.- { empat ratus sebelas ribu rupiah):

Demikian diputuskan pada har Kamis tanggal 10 Nopamber 2016 Masehi
berepatan dengan fanggal 10 Safar 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pergadilan
Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslib, S.Ag., M.A. schagai Katua Majelis
dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi serta Muhamad isna Wahyudi, S H.I,
M.5.1. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim terzebut pada
har ity juga diucapkan dalam sidang terpuka untuk umum dengan didampingi
oleh Dra. 5ifi Nuraim sebagai panitera Penggantl Pengadilan Agama tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadimya Termohonr,

Hakim Anggoeta i Ketua Majelis,

L/

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Luth MuslT, S.Ag. MA.

Hakim Anggeta II

13

Muhamad 1sna Wahyudi, S.H.1, M.S.1.
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Panitera Fehgganti,

Dra. Siti Muraini

Perincian Biaya
1. Pendaftaran *Rp. 30000,
2. Prozes " Rp. 50.000.-
2. Panggilan I Rp. 320.000 -
4, Redaksi Rp. 5.000Q-
5. Meterai :Rp.  6.000.-
Jumlah : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupian)
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